
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH
NOMOR: 10 TAHUN 1989 SERI D NO:4

PERATURAN daerah propinsi daerah tingkat i 
JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 1988

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pe­
merintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna se­
suai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan 
Nasional, perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan ten­
tang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ke­
uangan Desa;
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAIRAH TINGKAT I 

JAWATINGAH 
NOMOR : 10 TAHUN 1989 SERI D NO : 4 

PERA1URAN DAE1W1 PROPINSI DAEIAH 11NGKAT I 
JAWA 1INGAH 

NOMOR 22 TA.HUN 1918 

TEN'rANG 

PENnSUNAN ANGGARAN PENIRIMMN DAN P1NGELUA1AN 
U:UANCANDFBA 

DINGAN IWIMAT nJHAN YANG MAHA &SA 

GUBERNIJI. DPAIA DAEIWI 11NGIAT I JAWA TENGAH 

a bahwa untukmeninpatkan pembinaan penyelauaraan pe-
merinlahan Desa seaara berdaya 11n dan berhasil , ... so­
suai dengan perkembanpnpanerinrahan dan panbangunan 
Nasional. pedu seaera menetaptan kelentuan-keten&uan een­
llfll Penyusunan AngaranPenerimaandanPerweluamn Ke­
uanaan Desa ; 
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b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No­
mor 5 Tahun 1979 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 3 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan 
pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk­
an Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten­
tang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten­
tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan 
dan Pengawasannya ;

6. Peraturan Menteri Dilam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ten­
tang f*ungutan Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 ten­
tang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Ke­
uangan Desa ;

' 8. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah 
Desa.

9. Peraturan Duerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Drierah 
Tingkat 1 Jawa Tengah.

Menglngal 

2 

b. bahwa sesuai dengan P-JSal 21 ayat (3) Undang-undarg No­
mor 5 Tahun 1979 jo. P-dSal 24 Per,uur,m Menleri Uilam 
Negeri Nomor 3 Tahun 1982, dipandang pertu menetapkan 
pengatumn tersebul di alas dengan Peraturan D.ter.th Pro­
pinsi Daerah Tmgkal I Jawa Tengah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah; 

2. Undang-undang Non10r 10 Tahun 1950 tcntang Pembentuk­
. an Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 lCntang Pemerintahan 

Desa; 

4. Per,uuran ~lenteri D.tlam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten­
tang Bentuk Per,tturan Oaerah ; 

5. PerJtumn Menteri D,tlam Negeri Nomor I Tahun 1982 ten­
w~ Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurusan 
din Penga"asannra ; 

6. Pemturan :-.knteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ten­
l;mg Pungut.in Oesa ; 

7. Pemlurnn ~lenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 ten­
t.mg Penyusunan Anggamn Penerimaandan Pengelu.mm Ke• 
uangan Oesa ; 

' 8. Per.tlur.tn Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah 
Desa. 

9. Per.ttur.tn Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1983 tenlang Keputusan Dcsa. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan RakyJt D.ierah Propinsi Daer.ih 
Tmgkat I Jawa Tengah. · 
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal T*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah;

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota- 
madya Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah ;

Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
1 Jawa Tengah;

Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan 
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Ke­
satuan Republik Indonesia;

Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufatan di 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang keanggotaannya terdiri alas 
Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pe­
muka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan ;

I. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Desa selelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah 
Desa.

g. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa 
yang bersangkutan;
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MIMUTUSKAN 

Maactlpb• : PERAruRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINOKAT 1 
JAWA lENGAH TENTANG PENYUSUNAN ANOOARAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA 

BAB I 

KETENTlJAN UMUM 

Paull: 

Dalam Pemturan Daerah ini yanc dimaksud denpn : 

a_ Gubemur Kepala Daaah adalah Oubemur Kepala Dlerab Tengtat I Jawa 
r~; 

o. Bupali/Walikotamadya Kepala Daerah T&ngbt II adalab Bupati/Walitola­
madya Kepala Daerah Tmgkat 11 Jawa Tengah ; 

c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Dlerah Propinsi 1-nlh Tangkat 
J Jawa Tengah ; 

d. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Da~rah Tangbt I Jawa Tengah yaJW 

ditempali oleh sejumlah penduduk sebap.i kesatuan masyamtal hukum yana 
mempunyai orprisa.,i pemerintahan terendah langsung di bawah Ounat clan · 
berhak menyelengprctkan rumah langpnya sendiri dalam lkaaan Negaia Ke­
satuan Republik Indonesia; 

c. lembaga Musyawamh Desa adalah lembap pennusyawaratan/permufatan di 
Propinsi I>Jerah Tu,gkat I Jawa Tenph yang keanggotaannya terdiri atas 
Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lemb'Sl-lembasa Kemasyamkatan dan Pe· 
muka-pemuka masyarabt Desa yang bersanatutan ; 

[ Kq,utusan Desa adalah semua kepub.lSan yang telah ditetapkan oleh l<.epala 
Desa setelah dimusyawanlhkan/dimufakalkan denpn ~ Musyawarah· 
Dcsa . 

g. Kekayaan Desa adalah sepia kebyaan dan sumbcr penghasilan baai Des.a 
yang bersangkutan ; 
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BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN 
PENGELUARAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

Keuangan Desa

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya 
disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada progra
umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahk
dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan taiget penerima
dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuang
Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin 
dan anggaran pembangunan yang berimbang antara penerimaan dan pengeluaran

Pasal 4

Anggaran Desa terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangun­
an yang dibiayai oleh penerimaan Desa.

Pasal 5

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun ang­

garan.

Pasri6

Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Desa merupakan perkiraan target 
penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan perkiraan 
balas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pe­
ngeluaran dalam satu tahun anggaran.
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BAB II 

PEN\'l.5UNAN ANGGAIAN PUO:IUMAAN DAN 
PENG£LUARAN KEUANGAN OF.SA 

Blciaa Pertama 

Anccan■ Pnerimau UII PmaeiUUlln 

KeuaapaDesa 

Paull 

Angaran Penerimaan dan Pcn,cluaran Keuangan Desa yarw selaa1iutn,.-a 
disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada progra 
umum pemerintahan clan pembangunan Desa yang dijabadan dan diterjemahki 
dalam angka-angka rupiah, disa1u pihalt mengandung perkiraan target penerinw 
dan dilain pihak mengandung perkiraan balas teninggi penJeluaran keuangi 
Des.a. 

Pasal3 

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anaamn rutin 
dan ~nggaran pembangunan yang berimbang ani.ara penerimaan clan pengelllll'Bn 

Pasal 4 

Anggaran Dcsa terdiri alas pengeluaran Nlin dan pengeluaran pembangun­
an yang dihiayai oleh penerimaan Dcsa. 

Pasal 5 

Anggar.sn Dcsa diletapkan dengan Keputusan Desa untuk seiiap tahun ang­
garan. ,_., 

Jumlah y.mg dimuat dalam Angaran Desa mcruiuan perluraan target 
penerimaan untuk masing-masins Pos Penerimaan clan merupabn perkiraan 
balaS tcnina,i pengeluaran yang telah ditclapkan untuk masing-masing Fos Pc­
ngeluaran daJam satu &ahun angpran. . 
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Bagian Kedua

Anggaran Rutin

Pasal 7

(1) Anggaran Rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu:

a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan;

b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.

(2) Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tiguh Pos, 

yaitu:
a. Pos L
b. Pos 11,

c. Posi111,

d. Pos IV,

a Pos V,

f. Pos VI,

8- Pos VII,

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu; 

pendapatan asli Desa;

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah ; 

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Ting­

kat I;

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Ting­

kat II;

penerimaan yang berasal dari Ryak dan Retribusi Daerah yang 

diserahkan kepada Desa;

lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

(3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam 
Pos, yaitu:

Pbs .1,

Pos II,

a.

b.

Pos III, 

Pos IV,

c

(L

e. 'Pos V,

f. Pos VI.

sisa kurang perhitungan anggaran rutin yang lalu ; 

penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urus­

an, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa; 

biaya ongkos kantor;

biaya pemeliharaan bangunan milik Desa; 

biaya Perjalanan Dinas;

biaya lain-lain.
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BaclaaW.. 
A•11ara• R ■ tl ■ 

Pasal7 

( I) Angpntn Rutin dibqi dalam dua begian. yaitu : 

a. Baaian Penama menaemi Penerimaan ; 
b. Balian Kedua mengenai Pengeluaran. 

(2) Bagian Penama Anaamn Rutin me¥f18i Penerimaan dibagi dalarn tujuh Pos. 
yaitu: 
a. Pus I. Sisa lebih pc~fungan anaa,an aatum yarw lalu ; 
b. Pus II. pendapatan uli Desa ; 

c. Pos·lll, peoerimaan )'Bill berasal dari bantuan Pcmerintah ; 
d Pos IV, penerimaan yang berasal dari banluan Pemerintah Daerah Tq­

kat I; 
c. Pos v. penerimaan ~ berasal dari bantuan Pemerinlah Daerah Tq­

kat II ; 
f. Pus VI, penerimaan ~ berasal dari Pajak dan Rdribusi Daerah yang 

diserahbn kepada Desa ; 
s. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peralllran perundang­

undanpn yang berlaku. 

(l) liagjaft Kcdua Argaran Rutin lllCIW=nai PengeJuaran dibagi dalam enam 
Pos. yaitu: 
a. Pos .1, sisa kunuw perhitungan araa,an rutin yang lalu ; 

b. Pus •~ pe~lan KepaJa Desa. Sekrclaris Dcsa. Kepala-kepala Urus­

. an, Ke:pala-kepala Dusun dan Sraf Perarwkat Desa ; 
c. Pos Ill, biaya onpos kantor ; · 

d. Pos IV, biaya pemcliharaan bmgunan milik Dcsa ; 
C. • Pos v. biaya Pcrjalallln Dioas ; 
f. Pus VI, biaya lain-lain. 
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Bagian Ketiga

Pasal8

(1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu:

a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan:

b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.

(2) Bagian pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi 

dalam ttguh Pos, yaitu :

a. Pos k
b. Pos 11.

c. Pos 1III,

d. Pos IV,

e. Pos V,

f. Pos VI,

& Pos VII,

sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu; 

penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa; 

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah; 

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Ting­

kat 1;

penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Ting­

kat II;

penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang 

diserahkan kepada Desa;

lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi da­
lam tujuh Pos, yaitu:

a. Pos l, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu;

b. Pos U, pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa;

c. Pos III, pembangunan Prasarana Produksi;

d. Pos IV, pembangunan Prasarana Perhubungan;

e. Pos V, pembangunan Prasarana. Pemasaran;
f. Pos VI, pembangunan Prasarana Sosial;
g. Pos VII, pembangunan lainnya.
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...... 111, .. 

AnanllPemb .... D 

Paull 

( 1) Algarin Pembangunan dibagi dalam dua bagian. yaitu : 

a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan : 
b. Bagian Ke<lua mengenai Pengeluaran. 

(2) Bagian pertama dari Anggaran Pembancunan mengenai Penerimaan dibagi 

dalaln tqiuh Pos, yaitu : 
a. Pos I, sisa lebih perhinmgan anggaran pembangunan tahun ya._ lalu ; 
b. Pos II, penerirnaan yang berasal dari pendapatan asli Desa ; 
c. Pos Ill, penerimaan yang berasal dari bintuan Pemerinlah ; 
d Pos IV, penerimaan yang berasal dari banluan Pemerinlah Daerah Tang­

kat I ; 
e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah T111g­

kat ll; 
[ Pos \'l, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Relribusi Daerah yang 

diserahkan kepada Desa ; 
g. Pos VII, lain•lain pendapatan yang sah menurut peratumn perundang­

Wldangan yang bertaku. 

(3) 8agian K.edua dari Angaran Pelllbaqunan merwenai Pengeluaran dibagi da· 
lam tqjuh Pos, yaitu : 

a. Pos I. sisa kurang perhitungananuaranpemmqunantalalll yanglalu; 

b. Pos 11, pembangunan Prasarana Pemerincallan Desa ; 
c. Pos 111, pcmbangunan Prasarana Produksi ; 
d. Pos IV, pcmbangunan Prasanma Perhtbunpn ; 
e. Pos V, pembengunan Pmsarana. Pemualan ; 
f. Pos VI, pembangunan Prasa,ana hial ; 
g. Pos VII, pembangunan laiMya. 
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Bagian Keempat

Perincian Pembagian Anggaran Desa

Pis^9

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan 
uraian yang sama.

Pasal 10

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain dari pada yang 
telah disebut dalam &sal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang 
perlu dapat menambahkan Pos baru.

Pasal 11 /
/

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun 
lalu, yaitu untuk:
a. Anggaran rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang ;
b. Anggaran pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran 

tahun yang lalu.

Pasal 12

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk penge­
luaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya .dalam Anggaran 
Desa.

(2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau mergargikan pengeluaran 
alas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah dibebankan 
dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima 
Penetapan dan Pengesahan 

Anggaran Desa

Pasal 13

(I) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusyawarahkan oleh Kepala 
Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa dan diajukan kepada Bupati/Wali- 
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pe­
ngesahan.
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llaliaa Keempal 

Periadan Peatbqi1• ..._.a Desa 

Pn■l9 

· Pos-pos Anaaran Desa tiap labun lllllf,ltan disusun menurul urulall dan 
urdian y-.mg sama. 

PISIIIO 

Dalam Afaaran Desa lidak diperkenankan dimuat pos lain dari pada yang 
lelah disebut dalam -Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang 
perlu dapat menambahkan Pos baru. 

PaSII ll ,,> 
/ 

. / 
Dahtm Aiaamn Desa dirumuskan sisa perhitungan anggamn lahuP/ 

lalu. yaitu untuk : ' . 
a. Argaran rutin sualu jumlah sisa perhitungan anggaran talum yaai _.jQ ; 

b. Anggaran pembangWlan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan argar,m 
lahun yang lalu. 

Pasal 12 

(I) Pengduaran tidak dapat dibehankan pada AfUaran Desa jika untuk penge­
luaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup ,danany.s .dalam AfWiran 
Desa. 

(2) Kepala Desa dilar.sng melakukan pengeluaran alau merjanjikan pengeluaran 
alas beban Anggarc1n Desa untuk tujuan lain dari pada yang tclab dibebankan 
dalam Anggaran Desa. · 

Bad■nKell• 
Penetapaa du Pencesuan 

ABIPnnDesa 
Pasal lJ 

(I) Keputusan Desa merw,enai Anggamn Desa dinusyawarahkan oleh Kepala 
Desa dengan Lembaga Musy-.swar.th Desa dan diajukan kepada 8upati/Wc1li­
kotamadya Kepala Dacrah lingkat II melalui Carnal guna mcndapatkan pc­
ngesah1m. 
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(2) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pe­
ngesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11.

(3) Dalam hal Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap 
Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya 
harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan 
Desa dimaksud.

Pasal 14

(1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan 
Daerah ini dilakukan segera setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan 
Bdanja Daerah Tingkat 11 untuk tahun anggaran tertentu, dan secepat-cepat­
nya Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bu* 
pati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 untuk disahkan.

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah menerima Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus 
segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 15

Apabila Keputusan Desa dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Dae­
rah ini setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Buptilt/ 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 maka Pemerintah Desa menggunakan 
Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 16

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 
1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keemua 
Perubahan Anggaran Desa 

Pasal 17

(1) Apabila dalam tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerima­
an maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan 
Anggaran Desa.
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(2) Keputusan Desa mengenai Angaran Desa berlaku setelah mendapuian pc> 
ngesahan dari Bupati/Walikotamadya K.epala Daerah Tangkat II. 

(3) DJ.lam hal Bupati/W,dikotamady.i Kepala Daerah Tingkat 11 menolak lerhadap 
K.eputusan Desa mengenai Anggaran Desa bait sebagian maupun seluruhnya 
harus disertai peqjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan K.eputusan 
Desa dimaksud, 

Pual 14 

(I) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dmaksud dalam Pasal 13 Peraturan 
D,mah ini dilakukan segera setelah diletapkamya Anggaran Pemaparan dan 
Belanja Daerah Tangkat II untuk 1ahun anspran terteriu. dan secepat-cepat• 
nya Kepurusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bu­
pati/Walikotamadya Kepala Daerah Tmgkat U untuk disahkan. 

(2) Bupni/Walikotamadya Kepula Daerah T111gkat U selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah menerima Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus 
segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud, 

Pual 15 

Apabila Keputusan Desa dimaksud dalam Pasal 14 ayal (2) PeralW"Bn Dae• 
rah ini setelah 30 (tiga puluh) hari belum menda,.ukan pcqesahmt dari Buptti/ 
Walikotamady.i Kepala Daerah Tangkat II mab Pemerintah Desa meruunabn 
Anssaran Dcsa lahun sebelumnya. 

Pual 16 

Tahun Anggaran Desa adalah sama de~ Tahun Angaran Negara. y.titu 
I April sampai dengan 31 Maret rahun berikulllya. 

Bqlaalee ... 
Perubahan AJ111UU Desa 

Pasal 17 

(I) Apabila dalam tahun Angga,an y.mg bersan,kutan tcrjadi perubahmt penerima• 
an maupun pengeluaran. mata Kepala Desa diharuskan membual Perullthan 
Angaran Oesa. 
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(2) Perubahan Anggaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disusun 
menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Keputusan Desa dimaksud dalam ayat (2) hsal ini diajukan kepada Bupati 
Kepala Daerah melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan 
perjelasan yang benar.

BAB UI
PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 18

(1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi 
Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk 
oleh Bupati/WUikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa 
melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa.

(3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

(4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Bu­
ku Administrasi Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus
mendapatkan penetyjuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV 
PERHITUNGAN ANGGARAN DESA 

Pasal 19

(1) Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan Ang­
garan Desa untuk tahun tertentu ditetapkan Perhitungan Anggaran Desa ter­
hadap anggaran tahun sebelumnya.

(2) Perhitungan Anggaran Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat menurut urutan 
dan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa, dengan 
memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran 
yang sebenarnya.

(3) Keputusan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Bupati/ 
- Wikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan

pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

(4) Pengajuan Keputusan Desa dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan selambal-
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(2) Paubahim Angarm Daa diletapkan de,wam Kepuluan Dea din disUUl 
meauut oontoh,... dildlpkan eleh Mcmai Dllllm Ntceri. 

(3) Kepulusan DeSI dimabud dalaJn ayat (2) PasaJ ini dirjubn tcpada Bupati 
Kepala l>acnth mclalui Carnal pma mendapalbn ~ dilertai detwan 
paielasanyiqbcnar. 

BAB DI 
P£LAISANMN TATA USAHA KEUANGAN DESA 

Palalll 

(1) Pada Sctrclariat Dea tiap llllun anaaran dipergunakan Butu Adnninnlsi 
Kmqan Desa rncrurut c:ontoh )'aJW dilelapkan oleh Memeri Dalam Negeri. 

(2) Selah seorang Kea-la Urusan pada Sekn:Cariat Desa diangkat dan ditul\iult 
oleh Bupali/Walikolamadya Kepala Daerah Tmgkat II alaS usul Kepala DeSll 
melalui Ounat sebapi Bendahamwan Desa. 

(l) Pengi.1ian Buku Adninistrasi Kcua,.an Desa dimaksud dalam ayat ( t) Pasal ini 
dilakukan oleh Bendaharawan Desa. 

(4) Setiap penerimaandan ~uaran Keua..-n Oesa harusdicaratdidalam Bu­
tu Administrasi Kmarwan Desa dan se&iap ~uanm Kcua,wan Desa harus 
mendapalkan penettduan dari Kqiala Desa, sesuai de,.n bukti penaeluaran 
yang dapal dipcrtanggungiawabkan. 

BAB IV 
~ ANGGARAN Of.SA 

Paal 19 

(I) Denpn Keputusan Desa selambat•lambatnya 3 bulan setelah dildapkan Ang­
garan Oesa watuk tahun tertentu ditetapkan Perhitu,wan Anggaran Desa ter• 
hadap angaran lahun sebelumnya. 

(2) Perhilllngan Angaran Desa dimaksud ayal (I) Pasal ini dibuat me.unit urutan 
clan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa. denpn 
mcmuat sebab-sebab teijadiny,1 perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran 
yang sebenamya. 

(3) Keputusan Desi dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini di,Jukan kepada Buptti/ 
· Waliko1amadya Kepala Daefllh Tmgkat 11 melalui Camat guna mendapalkan 

pergesahan disertai dengan peqjelasan yang benar. 

(4) Perwajuan Keputusan Desa dimatsud ayat (3) Pasal ini dilakukan selambal-
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lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan pengajuan tersebut bersamaan 
dengan pengajuan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang disam­
paikan pada akhir tahun anggaran.

BAB V
PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 20

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa di­
lakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat H atau pejabat lain 
yang ditunjuk olehnya.

B A B VI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang ber­
tentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 

berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ni dapat disebut "Peraturan Daerah Anggaran Desa” 
dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengu- 
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Propinsi 
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA,

ttd. ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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lambatnya I (salU) buJan se&elah diletapkan petMuan 1ersebut bcrsamaan 
dengan pengajuan Keter.anpn Penanggungjawaban Kepala Desa y.mg disam­
p.1ikan pada akhir aahun anuaran. 

BAB V 
PENGAWA.SAN ANGGARAN DESA 

Paw 20 

Pengawasan atas kelertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa di­
lakukan oleh Bupa1i/Waliko1amadya Kepala Oaerah Tingkal II a1au pejabal lain 
yang dil'unjuk olehnya. 

BAB VI 
KETENllJAN PENtrruP 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum dia&ur dalam PeratlDn Oaerah inL akan ditelapkan 
lebih lanjut oleh Gubemur Kepala l>.ierah separia .. me .. enai pelaksanaanny-.i. 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Per.tturan Daerah ini maka semua ketentuan ya .. ber­
tenaangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturdn Oaerah ini dinyalakan tidak 
tk!rlaku lagi. 

Pasal 23 

Pera1uran DJerah ni dapat disebut "Peraturan Daerah Anggaran Desa" 
dan mulai berlaku pada aanggal diundanpan. 

Agar supaya setiap orang dapal mengelahuinya memerinlahkan pergu­
undangan PerJluran l>Jerah ini dengan penempalannya dalaln Lembaran Propinsi 
Daer.th linpat I Jawa Tengah. 

Semarang. JO Agustus 1988 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAEllAH TINGICAT I 
PROPINSI DAERAtl TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA lENGAH 

KlmJA. 

lld. ltd. 

Ir. SOEKORAHARDJO I S ~AI L 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya 
tanggal 16 Februari I989 Nomor: 97033 - 140.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 10 tanggal, 31 Maret 1989.
Seri : D No.: 4.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH 

Ymt 

ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wilayah Semarang
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Dmhbn oleh Menteri Dalam Negeri derwan .l(epl1t11sannya 
taraai 16 Pcbruari 1989 Nomor: 970.33 - 140. 

Diundangkan dalatn Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tangkat I Jawa Tenph 
Nomor : 10 langpl. JI Maret 1989. 
S1,.'fi : D No. : 4. 

SEKRETARIS WILA Y AH / DAERAH TINGKAT I 
JAWAlENGAH 

Ymt. 

lld. 

Ors. WALOE\'0 TJOKRODARMAN[O 
NIP. OIO 014 956 

Penibo.nau Gubemur Jawa Tenph 
untuk Wilayah Semarang 

71 
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PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH 
NOMOR : 22 TAHUN 1988

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 
KEUANGAN DESA

L PENJELASAN UMUM.
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa. Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga sendiri 
di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, harus mempu­
nyai rencana operasional tahunan mengenai program umum Pemerintahan 
maupun Pembangunan di Desa. Rencana operasional tahunan tersebut akan 

diketahui apabila dapat dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka ru­
piah yang mengandung perkiraan target penerimaan da perkiraan batas ter­
tinggi pengeluaran keuangan Desa, yang tertuang dalam bentuk Anggaran 
Desa.
Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggar­
an.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf b serta Pasal 21 ayat (2) Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1079 setiap tahun Kepala Desa menetapkan ang­
garan Desa selelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Mu­
syawarah Desa (LKMD) dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 1981 Kepala Desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai 
Pimpinan Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat 11 melalui Camat dan memberikan keterangan pertang­
gungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa(LKMD) yang antara lain ten­
tang pelaksanaan Anggaran Desa yang meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran 
Pembangunan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan berpedoman Per­
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 dipandang perlu mengatur 
hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah.

72

PENJELASAN 
ATAS 

PERAruRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING~T I JAWA TENGAH 
NOMOR : 22 TAHUN 1988 

TENrANG 

PENnlSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 
KEUANGAN OF.SA 

I. PENJELASAN UMUM. 

72 

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pernerintahan 
Oesa. Pemerintah Desa dalam rangka penyel~raan rumah tangga sendiri 
di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraka1an. harus mempu­
nyai rencana operasional tahunan mengenai program umum Pemerinlahan 
maupun Pembangunan di Desa. Rencana operasional tahunan tersebut a tan 
diketahui apabila dapat dijabarkan dan diterjemahkan dalam argka-angka ru­
piah yang mengandung perkiraan larget penerimaan da perkiraan batas ter­
tirui pengeluaran keuangan Desa. yang tenuang dalam benruk Argaran 
Desa. 
Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggar­
an. 

Sesuai dengan Pa.sal 10 ayat (2) huruf b serta Pasal 21 ayat (2) Unda~­
undang Nomor 5 Tahun 1079 setiap lahun Kepala Desa menetapkan arc­
garan Desa setelah dimusyaw,uahkan/dimufakalkan deavm Lembap Mu­
syawarah Desa ( LKMD) dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 1981 Kepala Desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebapi 
Pimpinan Pemerintah Desa bertaJ:aungjawab kepada Bupali/Walitotamadya 
Kepala Daerah lingkat II melalui Camat dan memberikan keterangan pertang­
gungjawaban kepada lembaga Musyawarah Desa(LKMD)yangantanlllinle. 
tang pelaksanaan Anggaran Desa yang melipuli .Ar..-.n Rutindan Alam,n 
Pembangunan. 

Sehubw,gan de-.m hal-hal tenebut di aras, dcl\llfl berpedoman Per· 
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 diPlndalw perlu mc,watur 
hal aenebut dalarn benlllk Peraturan Daerah Propinsi Daerah linabt I Jawa 
Tenph. 
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11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Dalam menempatkan Anggaran Desa dimaksud 
Pasal ini, Pemerintah Desa mengadakan rapat-ra­
pat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kon­
disi setempat

Pasal 6 Dalam menetapkan target penerimaan untuk ma­
sing-masing Pos Pemerintah Desa berkewajiban 
mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pene­
rimaan Desa, mengenai jumlah dan ketepatan pe­
masukannya
Batas tertinggi pengeluaran ditetapkan berdasar 
pada prinsip oftsien dan sesuai dengan kebutuhan 
teknis yang disyaratkan serta dapat terarah dan ter­
kendali sesuai dengan rencana program dan kegia­
tan dari masing-masing Pos.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (3) Apabila anggaran Desa memungkinkan, pada Pos 
pembiayaan lain-lain dimasukkan pula Rencana 
pembiayaan untuk Lembaga Musyawarah Desa 
(LMD).

Pasal 8 s/d 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Dalam hal pengajuan pengesahan Anggaran Desa 
kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat 11 melalui Camat untuk mendapatkan 
pengesahan, tidak menutup kemungkinan keikut- 
sertaan Pembantu Bupati/Walikotamadya untuk 
mengetahuinya.

Pasal 14 ayat(1) Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran Desa 
dan menyangkut segala sesuatu yang berkenaan 
dengan kepentingan masyarakat atau Desa dan 
menimbulkan beban keuangan Desa serta meru­
pakan ketentuan yang bersifat mengatur bagi pe-
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IL PENJEI..A&\N P~ DEMI PASAL 

Pasal I s/d4 

Pasal S 

Pasal6 

Pasal 7 ayat (I) dan (2) 

P..isal 7 ayat (3) 

Pasal 8 s/d 12 

P.dSlll 13 

P..isal 14 ayal (I) 

Uakup jelas. 

Dalam menempltkan Anggaran Desa dimaksud 
Pasal ini. Pemerintah Desa me~n rapat-ra­
pat Desa dcngan masyarakat sesuai dc•n kon­
disi setcmpaL 

Dalarn menetapkan target penerimaan untuk ma­
sing-masing Pos Pemerintah Desa bertcw~iban 
mcngadakan intcnsiflkasi dan ekstcnsif lkasi pen& 
rimaan Desa. me~enai jumlah dan ketepalan pc­
masukannya 
Batas 1eninggi pengeluaran ditetapkan bcrdasar 
pada prinsip of&ien dan sesuai dengan kebutuhan 
leknis yang disyaratkan serla dapat tcrarah dan ter­
kendali sesuai de1¥1n rencana program dan kegia­
tan dari masing-masing Pos. 

Q.akup jelas. 

Apabila anggaran Desa memungkinkan. pada Pos 
pembiayaan lain-lain dimasukkan pula Rencana 
pembiayaan untuk Lembaga Musyaw.irah Desa 
(LMD). 

Uakup jelas. 

Dalam hal pengajuan pengesahan ~ran Desa 
kcpada Bupati/W.tlikotamadya Kepala Daerah 
lingkat II melalui Camat untuk mcooapatkan 
pengesahan. tidak menutup kemungkinan keikul­
scrtaan Pembantu Bupati/W.ilikotamadya untuk 
mengetahuinya 
Kepulusan Desa yang menyangkut ~ran Desa 
dan menyangkul segala s,!Swilu yang bertenaan 
dengan kepentingan masyarakat at.au Desa dan 
mcnimbulkan beban keuangan Desa serla meru­
~kan ketentuan y-.ing bersifat merwa1ur bagi pc-

73 
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Pasal 14 ayat(2)

Pasal 15 dan 16

Pasal 17 ayat(1)

Pasal 17 ayat (2) dan 

ayat(3)

Pasal 18 ayat(1)

Pasal 18 ayat (2)

laksanaannya yditu:
- Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa 

yang dimusyawarahkan dan dimufakatkan De­
sa dilakukan pada bulan Desember sampai de­
ngan Januari.

- Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran 
Desa, diajukan kepada Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat pada 
bulan Pebruari.

- Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran 
Desa disahkan atau ditolak oleh Bupati/Wali­
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II pada bu­
lan Maret setelah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tingkat 11 untuk Tahun Ang­
garan tertentu ditetapkan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Perubahan Anggaran dimaksud disusun pada bu­
lan Oktober tahun yang bersangkutan, dan memu­
at antara lain hasil dan penggunaan pungutan so­
sial tenentu yang bersifat mendesak.

Clikup jelas.

Cukup jelas.

- Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang 
Kepala Urusan yang lain pada sekretariat De­
sa ditunjuk oleh Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa me­
lalui Camat sebagai Bendaharawan Desa, yang 
mempunyai kewajiban menerima, menyim­
pan, mengeluarkan serta bertanggung jawab 
atas uang atau barang yang bernilai uang yang 
dikelolanya secara lengkap dan teratur, 
bernilai uang yang dikelolanya secara lengkap 

dan teratur.
- Setiap pengeluaran keuangan Desa harus men-
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Pasal 14 ayat (2) 

Pasal 15 dan 16 

Pasal 17 ayal (I) 

Pasal 17 ayat (2) dan 

ayal (3) 

Pasal 18 ayal (I) 

Pasal 18 ayal (2) 

laksanaannya yllitu: 
- Keputusan Desa mengenai Anggaran Dcsa 

yang dimusyawar.thkan dan dimufakatkan De­
sa dilakukan pada bulan Desember samJlli de­
ngan Januari. 

- Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran 
Desa, diajukan kepada Bupati/Walikotamadya 
Kepala Oaerah Tmgkal II melalui Camat pada 
bulan Pebruari. 

- Keputusan Desa yang menyangkul Anggaran 
Desa dtsahkan atau ditolak oleh Bupati/W.ili­
kotamadya Kepala Daerah lingkal II pada bu­
Ian Maret setelah Anggaran Pendapalan dan 
Belanja Daer.th lingkal II untuk Tahun Ang­
gar.in terten1u ditetapkan. 

Cukup jelas. 

Cutup jelas. 

Perubahan Anggar.tn dimaksud d~usun pada bu­
Ian Oktober tahun yang bersangkutan. dan memu­
at antarct lain hasil dan penggunaan pungutan so­
sial tertentu yang bersifat mendesak. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

- Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang 
Kepala Urusan yang lain pada sekrctariat De­
sa dilunjuk olch Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah lingtat II atas usul Kepala Oesa me­
lalui Camat sebagai Bendaharawan Oesa, yang 
mempunyai kewajiban menerima, menyim­
pan. mengeluarkan serta bertanggung jawab 
atas uang atau barang yang bemilai uang yang 
dikelolanya sccara lengkap dan teratur. 
bemilai uang yang dikelolanya secant lergkap 
dan teratur. 

- Sdiap pengduaran lteuangan Desa h.w.-s men-
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Rasai 18 ayal (3) dan (4): Cbkup jelas

dapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai 
bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungja­
wabkan.

- Kepala Desa berkewajiban mengawasi pelak­
sanaan penyelenggaraan pembukuan dan pe­
laksanaan pelaporan sebagaimana telah dite­

tapkan dalam keputusan.
- Swadaya dari masyarakat yang bengud uang di­

masukkan dalam Buku Kas Umum» sedangkan 
yang tidak berujud uang dicatat (talam Buku 
Kas Pembantu mengenai swadaya masyarakat

faal 19

Pasal 20

: Cukup jelas.

Pengawasan terhadappelaksanaan Anggaran Desa

ftisal 20 : Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Desa 
dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Da­
erah Tingkat 11 atau Pqabal lain yang ditunjuk 
olehnya.

ftisal 21 s/d 23 : Cukup jelas.
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dlpatbn penetlium dlri l(epala Desi -i 
bukliperwelw yqdapatdipc:rtanuiqia­
wabbn. 

- kepall Dea bcnewljt.. me191wasi pelak­
m11111 ~ pembukuan clan pe­
laksarmn pclaporan scblpi1111111 tdah dite-

tlptan dallm kepuhm.n. 
- SwldayadariffllSYUIUlyanabeniuduarwdi­

nu•trandalunllutuKasUmum.~ 
Y1111 lidlk beniud ua,w dicatat dalaln. Buku 
Kas Pembantu merwenai swadaya masyank&L 

Pasal 18 ayat (3) clan (4): Qatup jelas 

Pasal 19 Oakup jells. 

Pasal 20 "-'wasan 1eduldap·pe1wa111111Aqmaran Desa 

Pasal 20 PqawasantabadappdusanunAlglranDesa 
dilltulran o1eh -~ikolarnldya KA=pala Da­
enh 'Tinglrat ll atau Pf;abat lain yang diturvuk 
olemya. 

PasaJ 21 s/d 23 Odtup jelas. 
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